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IIASIL TT'ALUASI RAITCAI{GAIT PERATURAIT DAERAH
I(ABT'PATEN TT'LANG BAWAITG TENTANG PERI'BAI{AN ANGGARAN

PENDAPATAI{ DAN BELIIITJA DAERAH TAIII'f, AIT(XiARAIT 2021 DAN
RAI{CANGAIT PERATI'RAI{ BUPATI TT'LAI|G BAWAI{G TETTAI|G PENJABARAI{

PERI'BAHAI| AITGGARAIT PEI{DAPATAIY DA.IT BELIIITJA DAERAH
TAHI'IT AITGGARAIT 2021

GI,'BERNUR LAMPI'NG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1),

Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2O2O tentang Cipta Ke{a dan Pasal 112 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 harus
dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2L dan Rancangan Peraturan
Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan
umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan
Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
dan RPJMD;

c. bahwa berdasarkal pertimbangan 56lagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubemur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang
Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l;



Mengingat

-2-

l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (lrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 'fambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44O0);

.1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

li. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14

Nomor 244, Tal::,,ba}ran [.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tenlang Penetapan
Peratura.n Pemerintah Penggalti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2O2l terrtang Kebiiakan I(euangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Panderoi Corona Vints
Disease 2019 (Couid-l9) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 TaIun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahar l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O17 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O17 Nomor 106);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan I(euangan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

1 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O2O tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasiona-l Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Diseose 2019 (COVID-L9)
dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan
Serta Penyelematan Ekonomi Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542),

13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentar,g Standar
Harga Satuan Regional (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 57);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2 terfiang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2077 terrlang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 1067);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Infomasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

I B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2l (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 888);

1.9. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 77 'laltur: 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2O2l tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

i21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O21 tentang
Percepatan Penanganan Corona Viru.s Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O2l terrtang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 581).

:23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05O-37O8 Tahun 2021
tentang Hasil Verilikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

24. Peraturan Mentri Keuangan Nomor 17 /PMK.O7 /2021 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaram 2O2l daJarn rangka Mendukung Penanganganan
Pandemi Corona Covid Disease 2019 (COVID-19) dan
Dampaknya.

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TULANG BAWANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten T\:lang
Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2l dan Rancangan Peraturan Bupati
Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN:
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menetapkal
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi
Peraturan Daerah setelah memperoleh Nomor Register dari Bupati
dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Tulang
Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O21 rnenjadi Peraturan Bupati
paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan
ini.

Dalam hal Hasil evaluasi sebagaimana dimalsud Diktum Kesatu
tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Tulang
Bawang, dan Bupati Tulang Bawang menetapkan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l menjadi Peraturan Daerah
dan Rancangan Peraturan Bupati Tu1ang Bawang tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Bupati Tulang Bawang,
Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk
melakukan penundaan dan/ atau pemotongan Dana Transfer
Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati Tulang Bawang segera menyzrmpaikan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan
Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Dltetapkan di Telukbetung
Pada tanggal /J- lutiZOZt

GT'BERNUR LAMPUI{G

ARII{AL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Iodonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keua-trgan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampuog di Banda.r Irmpuog;
3, Inspekr.rr Provinsi l^anpung di Bandar l,a-@pung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Laopung di Bandar l,ampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala-


